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Annisa Amelia Tenrisanna (B111 09 144) "Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian 
Terhadap Istri" (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks). 
Dibimbing oleh Bapak H. M. Said Karim selaku pembimbing I dan Ibu 
Hj. Nur Azisa selaku pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui bagaimana penerapan 
hokum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah 
tangga yang menyebabkan kematian pada putusan No.47/Pid.B/2012/ 
PN.Mks dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
penjatuhan putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu dikantor Pengadilan 
Negeri Makassar. Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan 
pengadilan dan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan 
Negeri Makassar serta berbagai kepustakaan yaitu literatur, buku-buku 
serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah 
tersebut.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum 
pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks 
telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana , hakim telah 
memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta yang terungkap 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan 
dengan legas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRINRI Tahun 1945) 
bahwa “Negara  Republik Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar 
atas kekuasaan belaka.  
Sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur 
setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas 
Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan rakyat. 
Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam 
setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. 
Salah satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut 
dengan pembunuhan. 
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak 
manusiawi atau suatu perbuatan yang tidak berprikemanusiaan, karena 
merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa 
mempunyai rasa kemanusiaan. 
Kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering 
terjadi, bebagai faktor jadi pemicunya, ada yang disertai oleh tindak 
pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, pemerkosaan, 
perampokan, penipuan dan sebagainya. Tapi muaranya satu, bahwa 
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pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa 
pembunuhan adalah jalan paling aman menuntaskan rasa sakit hati. 
Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau 
kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian biasanya 
bersifat konfiktual dan akumulatif, artinya adanya konflik yang besar atau 
kecil yang terus menerus terjadi secara berkepanjangan dalam keluarga 
sehingga menimbulkan rasa marah, dendam atau sakit hati. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut merupakan 
peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan 
perbuatan yang dapat dipidana. Dan dijelaskan bahwa keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga yang bahagia aman, tentram, dan damai 
merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan 
pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 
kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau 
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 
tersebut. 
Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yaitu : 
“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perubahan 
terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis 
dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dan lingkungan keluarga” 
 
Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga diatur di Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 
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49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dalam Undang-Undang No.23 
Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 Undang-undang ini juga mengatur hak-hak yang harus diberikan 
kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti perlindungan 
dari pihak keluarga, pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 
medis, penanganan khusus yang merahasiakan identitas korban, bantuan 
hukum serta pelayanan bimbingan rohani. 
 Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam 
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara 
suami dan istri, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun pada 
kenyataannya, tujuan yang mulia dari suatu perkawinan yang telah 
tercantum secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tidak 
selamanya berjalan baik dan sebagaimana mestinya.  
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan 
domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dekriminasi 
yang harus dihapuskan. 
Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji tentang tindak pindana pembunuhan dalam 
rumah tangga, dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Terhadap Istri” 
(Studi Kasus Putusan No.47/Pid.B/2012/PN.Mks). 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan untuk dibahas sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang 
menyebabkan kematian terhadap Istri pada Studi Kasus Putusan 
No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam ruang 
lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian terhadap Istri 
pada Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 
yang menyebabkan kematian terhadap istri pada studi kasus 
Putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam  
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam 
ruang lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian terhadap 





D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan hukum di Indonesia dan secara khusus untuk 
mengurangi kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga yang menyebabkan kematian seseorang. 
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah  atau aparat 
penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di 
Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak 
pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan pembunuhan. 
4. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan 
kesadaraan hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya 










A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan 
saja untuk kepentingan akademis tetapi juga dalam rangka pembangunan 
kesadaran hukum masyarakat. Istilah tindak pidana dalam bahasa latin 
disebut Delictum atau Delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak 
pidana dikenal dengan istilah Delict, yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda 
tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaar feit, yang terdiri dari tiga 
unsur kata, yaitu : straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dari 
hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih 
diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian dari suatu 
kenyataan. Secara harfiah strafbaar feit dapat diartikan sebagai sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.  
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaar feit membuat 
para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut 
pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman 
rumusan dari penggunaan istilah strafbaar feit. 
Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185). 
“Strafbaar feit adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum” 
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Alasan dari Simons apa sebabnya “strafbaar feit” itu harus 
dirumuskan seperti diatas adalah karena : Untuk adanya suatu strafbaar 
feit itu di isyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang 
dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-undang, dimana 
pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum 
a. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam Undang-undang. 
b. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan  melawan hukum atau merupakan 
suatu “onrechtmatige handeling” 
Menurut Hazewinkel-Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) 
“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 
tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat didalamnya” 
 
Menurut Adami Chazawi (2008;67-68) 
“Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaar feit. Istilah yang pernah 
digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-
literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, 
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan 
pidana” 
 
Sementara itu, menurut Jonkers (Amir Ilyas,2012:20)  
Strafbaarfeit sebagai  peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
“suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan” 
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Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 
mengenai unsur-unsur dari strafbaar feit, yaitu : 
1. Perbuatan melawan hukum 
2. Dengan sengaja 
3. Dapat dipertanggung jawabkan 
4. Diancam pidana 
Pompe (Bambang Poernomo,1982;91) dalam memberikan defenisi 
tentang strafbaar feit juga membagi atas 2 pengertian, yaitu: 
1. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan strafbarr feit 
sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-
undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. 
2. Defenisi menurut teori memberikan pengertian strafbaar feit 
sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
 
Definisi secara secara teoritis tersebut memberikan pemahaman 
bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun 
hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum 
dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Sedangkan menurut 
secara  positifnya tidak dengan hanya unsur melawan hukum saja tetapi 
juga dengan unsur pertanggung jawaban. 
Menurut R. Tresna (Adami Chazawi,2001;72) 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan penghukuman.” 
 
Roeslan Saleh (Teguh Prasetyo,2010:7) mengatakan bahwa: 
“Sebuah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai 
perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga 
perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh 




Sehingga isi pokok dari definisi Hukum Pidana itu dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Hukum pidana sebagai hukum positif, yaitu perbuatan yang 
dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur 
melawan hukum dan unsur kesalahan namun dalam perbuatan 
itu juga harus mengandung unsur pertanggung jawaban. 
b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan 
setiap perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar norma 
ataupun hukum baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, 
wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum 
dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Unsur-unsur Tindak Pidana secara Umum dapat dibagi menjadi 2, 
yaitu: 
a. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang ada kaitannya dengan 
keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :  
- Perbuatan atau kelakuan manusia  
- Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik 
- Keadaan-keadaan 
- Unsur melawan hukum 
b. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat atau yang 
ada dalam diri si pelaku. Unsur tersebut diantaranya : 
- Niat (voornomen) 
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- Kealpaan (culpa) 
- Maksud atau tujuan 
- Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade) 
- Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus) 
- Perasaan takut (vrees) 
- Kemampuan bertanggung jawab 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden 
Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut : 
a.   Unsur Subjektif 
Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea), 
kesalahan yang dimaksut disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelaapaan (schuld). 
b.  Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas: 
1.   Perbuatan manusia, berupa : 
 a.   Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif 
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan  
2.   Akibat (Result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3.   Keadaan-keadaan (Circumstances) 
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain : 
 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
 - Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
 - Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
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Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
 Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian 
dan unsure-unsur tindak pidan, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-
jenis dari tindak pidana. 
 Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian 
dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam “Onrecht”, 
yang mereka sebut “Crimineel Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
 Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang 
menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” atau “tertib 
hukum” dalam arti yang lebih luas dari pada sekedar “kepentingan-
kepentingan”, sedangkan “Policie Onrecht” adalah setiap tindakan 
melawan hukum yan menurut sifatnya adalah bertentangan dengan 
“kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”. 
 Sebelumnya para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana 
telah membuat suatu pembagian kedalam apa yang mereka sebut 
Rechtsdelicten yaitu delik yang pada kenyataannya mengandung sifat 
melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa 
perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau 
pembunuhan. Dan Wetsdelicten yaitu tindakan-tindakan yang mendapat 
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sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini 
peraturan perundang-undangan. 
Dari  uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal pembagian jenis 
tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk 
KUHP Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama 
kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam Buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) yang terdapat dalam Buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana 
lainnya, diantaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian. 
Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai 
dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 
KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah 
terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan. Sedangkan, Culpooze 
delicten adalah delik-delik atau unsur tindak pidana yang dapat 
dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam 
melakukan perbuatan tersebut. 
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B. Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga 
1. Pengertian Lingkup Rumah Tangga 
Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup 
yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang 
ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan 
terbentuk sebuah keluarga. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal 
belaka. Tetapi rumah tangga sebagai tempat yang aman, yang dapat 
menentramkan jiwa, sebagai tempat yang nyaman bagi orang yang 
menginginkan hidup bahagia, tentram, dan sejahtera. Jika setiap manusia 
telah menyadari hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah 
tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat 
diharapkan  dan ketentraman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai 
modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam 
naungan suatu negara. 
 Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh 
setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana 
setiap manusia itu membutuhkan sebuah hidup untuk berkumpul bersama 
karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi dalam bebagai 
agama pun memerintahkan agar setiap umatnya membina rumah tangga. 
Terlebih dalam agama Islam memerintahkan dengan jelas 
berdasarkankan wahyu ilahi yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan 
Hadist Nabi SAW.  
 Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Lingkup Rumah Tangga 
diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU PKDRT, yaitu : 
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1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: 
a. Suami, istri dan anak 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap 
dalamm rumah tangga, dan/atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut 
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada 
dalamrumah tangga yang bersangkutan. 
 
Berdasarkan ruang lingkup diatas maka penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga bertujuan untuk : 
a. memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT 
b. Mencegah segala bentuk KDRT 
c. Menindak pelaku KDRT 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan 
sejahtera 
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
 Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang 
dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan 
bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik 
seseorang yang dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang 
paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kecacatan permanent 
korban kekerasan maupun kematian.  
 Tindak kekerasan pada umumnya terjadi kepada orang-orang yang 
dianggap lemah dalam masyarakat. Kekerasan yang paling sering 
dijumpai sekarang adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan 
terhadap istri. 
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 Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan berarti 
perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang lain, 
kekerasan juga bermakna paksaan. 
 Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan 
bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-
bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuknya perbuatan 
pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan 
pencurian.  
3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Secara teoritis kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis adalah 
kekerasan yang bertentangan dengan hukum. 
 Adapun dengan lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan digolongkan, meliputi : 
a. Kekerasan Fisik : 
Sebelum disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang 
secara khusus mengatur tentang penghapusan Kekerasan Fisik 
Dalam Rumah Tangga, maka secara umum Kekerasan Fisik yang 
lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam Pasal 
351 KUHP yaitu : 
1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4500, 
2) Jika Perbuatan itu mengakibatkan luka berat yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, 
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3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun, 
 
Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik diartikan sebagai 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
b. Kekerasan Psikis : 
Pasal 7 UU PKDRT mengartikan kekerasan psikis sebagai 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya, dan 
atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
c. Kekerasan seksual : 
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau 
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 
8 UU PKDRT tersebut, kekerasan seksual meliputi : 
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 
yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan 
komersial atau tujuan tertentu. 
d. Penelantaran Rumah Tangga 
Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT, Penelantaran Rumah Tangga 
meliputi :` 
1. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan 
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atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan 
pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2. Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau diluar rumah sehingga di bawah kendali orang 
tersebut. 
 Setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga 
diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. 
Sedangkan ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 




1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah). 
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak  
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 





1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
2. Dalam hal prbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara palin lama 4 (empat) bulan atau denda 




Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling 




Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) 




Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memneri 
harapan akan sembuh sama sekali,  mengalami gangguan daya pikir 
atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus 
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya 
janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun atau denda paling sedikit  Rp.25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima 




Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 
yang: 
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1. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 




Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat 
menjatuhkan pidana tambahan berupa: 
1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan 
pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun 
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; 
2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah 
pengawasan lembaga tertentu. 
 
4. Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1.   Penghormatan hak asasi manusia 
2. Keadilan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana 
perempuan dan laki-laki menikmat status yang setara dan 
memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh 
hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan 
secara proporsional. 
3.   Non dikriminasi, dan 
4.   Perlindungan korban. 
 
5. Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 




C. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
 Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh KUHP 
disebut dengan pembunuhan. Kepentingan hukum yang dilindungi dan 
merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven). 
 Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang 
dirumuskan sebagai berikut :  
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun”. 
 
Dalam pengertian menghilangkan nyawa orang lain terdapat 2 
unsur, yaitu :  
1). Adanya orang mati; 
 2). Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. 
 Adanya orang mati secara misterius itu, harus dibuktikan kausalnya 
dengan perbuatan orang lain yang menyebabkan kematian itu. Hal ini 
penting untuk menentukan tindak pidananya. 
 Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil 
atau “materiil delict”, yaitu suatu tindak pidana yang baru dianggap 
sebagai suatu tindak pidana apabila telah selesai dilakukannya perbuatan 
yang dimaksud dan timbulah akibat itu, dilarang atau tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. 
 Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan 
kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki 
perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang 
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timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali 
oleh pelakunya. 
 Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan dibagi atas tiga 
bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu : 
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzijn, 
of nood zakelijkheidsbewustzijn); 
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus 
eventualis). 
 
Menurut Von Hippel (Bambang Poernomo,1982:157) mengatakan 
bahwa : 
“Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan 
kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu , dengan 
kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, 
tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu 
pula, karena ia melakukan perbuatan justru dapat dikatakan bahwa 
ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.” 
 
 Sedangkan menurut Pompe (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 
2010:143) bahwa : 
“Apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan 
(bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada 
perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila 
maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) 
dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas 
pada sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga 
merupakan maksud (oogmerk).” 
 




“Kesengajaan hanya ada dua yaitu, sengaja akan kepastian dan 
sengaja atas kemungkinan, karena alas an telah menganut teori 
pengetahuan maka terhadap akibat/keadaan yang menyertai di situ 
terdakwa menginsyafi bahwa pastii akan ada atau mungkin ada.” 
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Bagi penganut teori pengetahuan, memang tidak lagi melihat 
peranan kehendak, sehingga alam fikirannya berbeda dengan penganut 
teori kehendak yang masih melihat peranan kehendak karena setiap 
terdakwa akan tetap berlainan manakala seseorang melakukan 
kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan sebagai kepastian. 
Apa yang dikatakan oleh Moeljatno adalah benar, ketika kehendak 
seseorang sudah dikandung dalam pengetahuan atau apa yang 
dikehendaki dengan sendirinya juga diinsyafi, dan kesengajaan 
dihubungkan baik terhadap kelakuan maupun akibat lain yang juga turut 
timbul dalam kejadian yang nyata. Namun, sebaiknya suatu peristiwa yang 
dilarang oleh hukum pidana dapat sungguh-sungguh terjadi bahwa 
seseorang menusukkan senjata tajam dengan tujuan tertentu untuk 
menimbulkan akibat matinya seseorang yang dimaksudkan, sehingga 
akibat mati adalah kesengajaan sebagai maksud dimana kehendak  
searah dengan maksud dan tujuan beserta dengan dorongan motif yang 
ada. 
2. Jenis-jenis Pembunuhan 
Dalam Buku II Bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) pembunuhan terdiri atas beberapa macam, yaitu : 
1. Pembunuhan Biasa (Doodslag), yang diatur dalam Pasal 338 
KUHP 
 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang 
diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana 





Unsur-unsur Pasal 338 KUHP adalah: 
- Barangsiapa 
 Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku. 
- Dengan sengaja 
 Kesengajaan disini diajukan kepada hilangnya nyawa orang 
lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang 
mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan , 
tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan 
nyawa orang. 
- Menghilangkan nyawa orang lain 
 Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. 
R. Soesilo (1986:240), mengatakan bahwa: 
a.  Kejahatan ini dinamakan “maker mati” atau pembunuhan (
 doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan 
kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya 
dimaksud termasuk dalam niatnya. 
b. Pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera sesudah timbul 
maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih 
panjang. 
 
2. Pembunuhan Berencana (moord) ialah pembunuhan yang ditelah 
direncanakan terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 340 KUHP, 
berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang 
dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 




Berdasarkan pasal diatas dapat dirumuskan unsur-unsur dari 
pembunuhan berencana, yaitu: 
a. Unsur subjektif: 
1). Dengan sengaja 
2). Dengan rencana terlebih dahulu 
b. Unsur Objektif: 
1). Perbuatan menghilangkan nyawa 
2). Objek nyawa orang lain 
Direncanakan terlebih dahulu, diartikan antara timbulnya maksud 
untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo 
bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya 
dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini 
tidak perlu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si 
pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya 
masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya tetapi tidak 
dipergunakan. 
 Kasus pembunuhan berencana mengandung 3 syarat, yaitu : 
a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 
b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak 
sampai dengan pelaksanaan kehendak; 
c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2008:70), dinyatakan bahwa : 
“Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama 
antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan, 
sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu 
pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu 
secara tenang, ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari 
setiap peristiwa”. 
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3. Pembunuhan untuk Melakukan Tindak Pidana Lain 
Pembunuhan untuk melakukan tindak pidana lain dimuat dalam 
Pasal 339 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut : 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 
perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk 
melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam 
hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 
barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.” 
 
Dari pasal tersebut diatas, dapat dirumuskan unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) 
b. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain 
c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 
1). Untuk mempersiapkan tindak pidana lain; 
2). Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain; 
3). Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 
a) Untuk menghindarkan: 
(1) Diri sendiri 
(2) Peserta lainnya dari pidana 
b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 
secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu). 
Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pelaksanaan tidak berarti bahwa maksud yang pertama tersebut 
hanya berhubungan dengan akibat pembunuhan dan maksud yang 
terakhir dengan menyertai pembunuhan yang dipertimbangkan 
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dengan perbuatan yang dapat dihukum. Dalam tiap kejadian, 
pelaku dapat mempunyai maksud untuk itu. 
4. Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat atau Tidak 
Lama Setelah Dilahirkan 
Bentuk pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap bayinya pada 
saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum 
sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-
masing dirumuskan pada Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah 
sebagai berikut : 
a. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau 
tidak lama setelah melahirkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 
341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut ; 
“Seseorang ibu yang karena takut ketahuan melahirkan bayi 
pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan 
sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena 
membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 
7 tahun.” 
 
Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP biasanya 
terjadi karena seorang ibu mengandung anak hasil dari 
perzinahan, agar supaya tidak diketahui oleh orang lain yang 
akan menyebabkan aib bagi dirinya sendiri maka, sang ibu lebih 
memilih untuk membunuh sang anak. Seorang wanita yang 
hamil di luar perkawinan yang sah, akan menerima beban 
psikologis. Semakin lama ia akan semakin mengalami konflik-
konflik batin dan ketegangan-ketegangan jiwa yang sangat 
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tinggi, sehingga untuk mengatasinya dia akan menghilangkan 
nyawa anaknya yang dilahirkan atau kelak dilahirkan. 
b. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama 
setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 342 KUHP, yakni : 
“Seseorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak 
yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia 
akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama 
kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, 
dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana 
dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” 
 
Niat menghilangkan nyawa anak pada Pasal 342 KUHP terjadi 
atau timbul sebelum anaknya lahir (tidak berapa lama lagi). Jadi, 
dalam Pasal 342 KUHP ada unsur direncanakan terlebih 
dahulu. Sedangkan pada Pasal 341 KUHP, niat untuk 
menghilang nyawa anaknya ini tidak pernah ada, keputusan 
untuk membunuh dilakukan secara tiba-tiba. 
5. Pembunuhan atas Permintaan Korban 
Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang 
merumuskan bahwa : 
“Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan 
orang lain itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan 
hati, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun.” 
 
Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata 
dan sungguh-sungguh, jika tidak maka orang itu dikenakan 





6. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh diri 
Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345, yang 
rumusannya adalah : 
“Barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh 
diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana 
kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.” 
 
Dari pasal tersebut diatas, dapat dirumuskan unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
a. Orang bunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang 
yang sengaja menghasut, menolong, dan memperlancar jalan 
orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan hukuman, asal 
orang yang telah mencoba bunuh diri itu telah berhasil bunuh 
diri (mati), jika tidak atau betul bunuh diri tapi tidak mati 
(percobaan), orang yang menghasut dan sebagainya tersebut 
tidak dapat dihukum. 
b. Penjual obat yang menjual obat atau orang yang memberikan 
tali kepada orang dengan tidak mengetahui bahwa orang itu 
akan bunuh diri, tidak dikenakan pasal ini, karena pertolongan 
itu diberikan secara tidak sengaja. 
7. Pengguguran dan pembunuhan kandungan (Abortus) 
 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan kandungan diatur dalam 
4 Pasal yakni Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Obyek 
kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah 
berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki bertangan dan 
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berkepala (voidragen vrucht) dan dapat juga belum berbentuk 
manusia (onvoldragen vrucht). 
Kejahatan mengenai pembunuhan dan pengguguran kandungan, 
jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi : 
a. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346 KUHP), dan 
b. Yang dilakukan orang lain, yang dalam hal ini dibedakan 
menjadi 2 yaitu : 
- Atas persetujuannya (Pasal 347 KUHP), dan 
- Tanpa persetujuannya (Pasal 348 KUHP). 
c. Yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya 
maupun tidak, dan orang itu adalah orang yang mempunyai 
kulaitas pribadi tertentu, yakni dokter, bidan dan juru obat (Pasal 
349 KUHP). 
Adapula menurut Soenarto Soerodibroto (2003:211), mengatakan 
bahwa : 
“Pengguguran dalam kandungan hanya dapat dipidana, apabila 
pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungan hidup, dan apabila 
keadaan anak itu lahir hidup, tidak menghalangi bahwa kejahatan 
telah selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara 
tingkat kehidupan kandungan yang jauh atau kecil, akan tetapi 
mengancam dengan hukuman pengguguran yang tidak tepat.” 
 
Jadi, pada saat melakukan pengguguran dan ternyata sang anak 






D. Dasar Pertimbangan Hakim 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di siding pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan 
rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hali itu, undang-undang menghendaki adanya 
minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti dua alat bukti yang sah 
tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, 
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 




1. Alasan Yang Meringankan Pidana 
Alasan peringanan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai 
berikut : 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infancy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut : 
“Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
 
b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan” 
 
c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu” 
 
Hal-hal memperingan pidana juga terdapat di dalam rancangan 
KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Seseorang yang melakukan tindak pidana pada waktu itu, 
berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi masih di bawah 
18 (delapan belas) tahun; 
b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya 
tindak pidana; 
c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela 
menyerahkan diri kepada yang berwajib; 
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d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana; 
e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela 
memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki 
kerusakan akibat perbuatannya; 
2. Alasan Yang Memberatkan Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar 
pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku 
untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi 
maupun tindak pidana tindak pidana diluar KUHP. 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar 
pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu : 
1. Kedudukan sebagai pegawai negeri, 
2. Recideive (pengulangan delik) dan 
3. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concursus. 
 
Alasan penambahan pidana berdasarkan KUHP adalah sebagai 
berikut : 
1. Dasar pemberatan karena jabatan yang telah diatur dalam Pasal 52 
KUHP yang rumusan lengkapnya adalah : 
“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya ditambah sepertiga.” 
 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan  sarana bendera 
kebangsaan, dimana telah dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) 
KUHP yang berbunyi : 
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“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga”. 
 
3. Dasar pemberatan karena pengulangan (Recidive). Mengenai 
pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut : 
a. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat- syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak 
pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHP yang dimana pemberatan pidana adalah dapat ditambah 
sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan 
pada kejahatan yang bersangkutan.  
b. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu 
yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 
489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3). 
 
4. Dalam hal concursus (gabungan atau perbarengan dua atau lebih 
delik),  sebagaiman diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut : 
Pasal 65 : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 
satu pidana. 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, 
akan tetapi tidak boleh lebih dari maksumum pidana yang 
terberat ditambah sepertiganya. 
 
Pasal 66 : 
  
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 
yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, 
maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga. 
(2)    Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
olehh perbuatan itu. 
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Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat di dalam 
rancangan KUHP Nasional yang berbunyi sebagai berikut : 
Pidana diperberat dalam hal : 
a. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang 
khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau 
pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan 
kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya; 
b. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang Negara 
Republik Indonesia; 
c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
keahlian atau profesinya; 
d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak 
di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; 
e. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan 
kekerasan atau dengan cara yang kejam; 
f. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau 
bencana alam; 
g. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan 
bahaya. 
h. Terjadinya pengulangan tindak pidana 
Menurut Adami Chazawi (2009 : 88). Maksud diperberatnya  
pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah si pembuat dapat 
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dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana 
yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak 
pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku 
pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu 
saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat diperberat terdapat dalam 
jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 
363 dan 365, pada tindak pidana  penggelapan bentuk diperberatnya 
diatur dalam Pasal 374 dan 375, penganiayaan bentuk diperberatnya 
pada Pasal 351 ayat (2, 3) , Pasal 353 ayat (1, 2, 3) , Pasal 354 ayat (1, 2) 
, Pasal 355 ayat (1, 2) dan Pasal 356, tindak pidana pengrusakan barang 
bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 dan Pasal 410 
Sebagai ciri tindak pidana yang diperberat ialah harus memuat 
unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur 
khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan 













A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang 
Menyebabkan Kematian Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan 
No.47/Pid.B/2012/PN.Mks)”, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di 
Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Sebagaimana 
tempat ini yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang 
diteliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain berupa : 
1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh 
peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan 
pihak-pihak terkait. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, 
bukan  hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini 
berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-
makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain 
yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Teknik penelitian keperpustakan, yaitu : teknik pengumpulan 
data dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku 
artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh. 
2. Teknik interview yaitu : Teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak 
yang terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, di 
analisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, 
yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan 







A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang 
menyebabkan kematian terhadap Istri (Studi Kasus Putusan 
No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks) . 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap : SUNARDI ALS UNI BIN DG. MANSA  
Tempat lahir : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 11 Desember 1978 
Jenis kelamin : Laki-Laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat tinggal : JI. A.P.Pettarani III No. 65 Mks 
A g a m a : I s l a m 
Pekerjaan : Buruh harian 
Pendidikan : SD (tidak tamat) 
 
2. Posisi Kasus 
Pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul. 18.00 
wita di Jl. Abd Daeng Sirua No 99 A Makassar tepatnya di samping Ruko 
Asri. terdakwa memanggil saksi James dan meminta tolong untuk 
meminjamkan hp miliknya untuk menghubungi hp miliknya yang dipegang 
oleh korban, kemudian terdakwa menghubungi korban dan terjadi 
pembicaraan yakni terdakwa "halo...? dimanako?” Kemudian dijawab oleh 
korban "tunggu mak !" sambil mematikan hpnya dan sekitar pukul 18.07 
wita korban kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "tunggu 
mak adami ini di jalan" kemudian dijawab oleh terdakwa "bawakan hp, 
tidak kerja kalo tidak ada hp” lalu dijawab oleh korban "saya bawakan ji, 
saya tidak ambilji" kemudian terdakwa berkata lagi " bawakan juga 
uangku, tidak belanja anakmu kalo tidak ada uang :" di jawab oleh korban 
" iya ji kubawakan juga uangmu ", dan tak lama kemudian sekitar pukul 
18.28 wita terdakwa kembali menghubungi korban kemudian berkata 
"kenapa lama sekali ?" dijawab oleh korban "tunggu mak di jalan ki ini, 
dimanako?" dijawab oleh terdakwa "di depannya sekolah mi ini", dan 
setelah terdakwa menunggu beberapa lamanya, akhirnya sekitar pukul 
19.00 wita korban datang dan langsung bertemu dengan terdakwa, lalu 
korban langsung memberikan Hp merk Mito dan uang sebesar Rp 
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350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah 
memberikan uang dan hp tersebut, korban pamit hendak pulang namun di 
tahan oleh terdakwa dan berkata "di mana Asis?" kemudian dijawab oleh 
korban sambil menunjuk ke arah jembatan Dg sirua "Asis menunggu di 
sana", namun korban berontak Karena tangannya dipegang oleh 
terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung meninju perut 
korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu korban berteriak 
dan marah-marah kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah 
pisau dapur pemotong daging yang sengaja diselipkan di pinggang 
sebelah kiri yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan langsung 
menikam dan menancapkan pisau tersebut di dada sebelah kiri korban, 
pada saat terdakwa akan menarik kembali pisau tersebut korban 
memegang tangan terdakwa sambil berteriak “auhh” kemudian pada saat 
tangan korban terlepas dari tangan terdakwa, terdakwa kembali menikam 
payudara sebelah kiri dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh ke 
tanah dan terdakwa langsung lari meninggalkan korban ditempat kejadian. 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan : 
Pertama : 
Bahwa ia terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN DG. MANSA, 
pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 20.00 
wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 
Nopember 2001, bertempat di Jl. Abd. Daeng Sirua No. 99 A 
Makassar tepatnya di samping Ruko Asri, telah melakukan 
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terhadap saksi korban 
bernama Saharia (istri terdakwa) yang mengakibatkan 
matinya korban yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara 
sebagai berikut:  
Bahwa antara terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah 
merupakan suami istri yang sah sejak melakukan pernikahan 
sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dengan 
karunia 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Fajar 
yang masih berurnur 9 (Sembilan) tahun dan yang kedua 
bernama Rani masih berumur 3 (tiga) tahun. Bahwa pada awal 
sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 sampai dengan bulan 
Agustus 2011 terdakwa dan korban masih tinggal serumah, 
namun sekitar bulan September 2011 korban meninggalkan 
rumah dan menelantarkan terdakwa dan kedua anaknya 
dengan tinggal serumah dengan Lk. Asis Ruppa (DPO). 
Adapun permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga 
antara terdakwa dengan korban yakni disebabkan karena 
adanya orang ketiga, berawal sejak bulan September korban 
sering bertengkar dengan terdakwa karena korban telah 
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berselingkuh dengan Lk. Asis Ruppa dan tinggal serumah 
dengan IK. Asis Ruppa tanpa ada perceraian sebelumnya 
dengan terdakwa, sekitar bulan Nopember 3 (tiga) hari 
sebelum lebaran Idul Adha korban pulang ke rumah terdakwa 
dan meminta pinjam uang kepada terdakwa sebesar 
Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp yang 
rencana ya akan digunakan untuk keperluan lebaran dan 
korban berjanji akan mengembalikannya setelah lebaran dan 
pada saat korban berada di rumah terdakwa, terdakwa dan 
anak-anaknya sempat bermohon korban agar ia tinggal dan 
kembali demi anak-anak namun korban tidak mau dengan 
alasan jika korban kembali pada terdakwa maka Lk. Asis akan 
membunuhnya. 
Pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul. 
18.00 wita di Jl. Abd Daeng Sirua No 99 A Makassar tepatnya 
di samping Ruko Asri, terdakwa memanggil saksi James dan 
meminta tolong untuk meminjamkan hp miliknya untuk 
menghubungi hp miliknya yang dipegang oleh korban, 
kemudian terdakwa menghubungi korban dan terjadi 
pembicaraan yakni terdakwa "halo...? dimanako? Kemudian 
dijawab oleh korban "tunggu mak !" sambil mematikan hpnya 
dan sekitar pukul 18.07 wita korban kembali menghubungi 
terdakwa dengan mengatakan "tunggu mak adami ini di jalan" 
kemudian dijawab oleh terdakwa "bawakan hp, tidak kerja kalo 
tidak ada hp" lalu dijawab oleh korban "saya bawakan ji, saya 
tidak ambilji" kemudian terdakwa berkata lagi " bawakan juga 
uangku, tidak belanja anakmu kalo tidak ada uang !" di jawab 
oleh korban " iya ji kubawakan juga uangmu ", dan tak lama 
kemudian sekitar pukul 18.28 wita terdakwa kembali 
menghubungi korban kemudian berkata "kenapa lama sekali ?" 
dijawab oleh korban" tunggu mak di jalan ki ini, dimanako?" 
dijawab oleh terdakwa " di depannya sekolah mi ini", dan 
setelah terdakwa menunggu beberapa lamanya, akhirnya 
sekitar pukul 19.00 wita korban datang dan langsung bertemu 
dengan terdakwa, lalu korban langsung memberikan Hp merk 
Mito dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) kepada terdakwa, setelah memberikan uang dan hp 
tersebut, korban pamit hendak pulang namun di tahan oleh 
terdakwa dan berkata "di mana asis?" kemudian dijawab oleh 
korban sambil menunjuk ke arah jembatan Dg sirua "asis 
menunggu di sana !" namun korban berontak Karena 
tangannya dipegang oleh terdakwa, namun secara tiba-tiba 
terdakwa langsung meninju perut korban dengan 
menggunakan tangan sebelah kanan, lalu korban berteriak dan 
marah-marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung 
mengambil sebilah pisau pernotong daging yang sengaja 
diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sebelumnya terdakwa 
bawa dari rumah dan langsung menikam dan menancapkan 
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pisau tersebut di dada sebelah kiri korban, pada saat terdakwa 
akan menarik kembali pisau tersebut korban memegang 
tangan terdakwa sambil berteriak “auhh.........” kemudian pada 
saat tangan korban terlepas dari tangan terdakwa, terdakwa 
kembali menikam payudara sebelah kiri dan pada saat itu pula 
korban langsung terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung lari 
meninggalkan korban ditempat kejadian. Adapun terdakwa 
melakukan pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa 
merasa sakit hati telah dikhianati oleh korban telah 
berselingkuh dan menikah lagi Lk Asis Ruppa, padahal antara 
terdakwa dengan korban belum pernah bercerai dan masih 
berstatus suami istri yang sah. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 
korban Pr Saharia meninggal dunia, sebagaimana diuraikan 
pada Visum Et Repertum Nomor Ver/01/X/2011/RUMKIT, pada 
hari selasa tanggal 08 November 2011, yang di tanda tangani 
oleh dr Denny Msthius. Yang hasil pemeriksaannya sebagai 
berikut: 
Terhadap mayat Perempuan yang menurut surat dari Polisi 
bernama Syahria, umur 34 tahun,agama islam, alamat JI AT 
Pettarani III No 05 Makassar, menurut keterangan penyidik, 
Jenazah ditemukan di halaman depan SD Tamamaung di jalan 
Abd Dg Sirua kota Makassar pada hari selasa tanggal 08 
Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wita dengan penjelasan 
bahwa diduga mayat perempuan diperkirkan karena dibunuh 
akibat tikaman mengalami luka tikam dua kali di bawah 
payudara kiri. 
Dari hasil pemeriksaan didapatkan 
Pemeriksaan Fisik 
Bagian Luar Tubuh 
1. Kepala 
a. Mata : kedua kelopak mata terbuka, bintik pendarahan 
pada kelopak mata tidak ada 
b. Hidung : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar cairan 
c. Telinga : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar cairan 
d. Mulut : bibir bagian dalam pucat, gusi atas dan bawah 
pucat 
e. Gigi geligi : tidak dapat diketahui jumlahnya karena 
korban sudah kaku. hanya gigi bagian depan berwarna 
putih dab terdapat karang gigi, lidah sukar dinilai 
2. Leher : tidak ada kelainan 
4. Bahu : tidak ada kelainan 
5. Pundak : tidak ditemukan kelainan 
5. Dada : terdapat satu buah luka terbuka pada daerah dada 
sebelah kiri di bawah payudara dengan panjang 5 cm, 
lebar 3,8 cm serat kedalaman luka menembus rongga dada 
sampai tulang sebelum dirapatkan. Setelah luka 
dirapatkan, panjang luka 7 cm dab lebar 2 cm, terdapat 2 
 42 
buah luka sudut, sudut pertama lancip, berjarak 20 cm di 
sebelah kiri garis dengan tengah tubuh serta 5 cm dibawah 
garis yang menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut 
kedua tumpul berjarak 16 cm di sebelah kiri titik tengah 
tubuh serta 0,4 cm dibawah garis yang menghubungkan 
kedua tulang selangka. Tepi luka rata tebing sukar dinilai 
dasar luka sukar dinilai , tidak dapat pendarahan aktif, tidak 
ada jembatan jaringan,daerah sekitar luka ada darah luka 
terdiri dari kulit , jaringan lemak dan otot . Terdapat 5 cm di 
sebelah kiri garis tengah tubuh serta 1,1 cm di bawah garis 
yang menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut kedua 
lancip berjarak 10,5 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh 
2,4 cm dibawah garis yang menghubungkan 2 tulang 
selangka. Tepi luka rata , tebing sukar dinilai , dasar luka 
sukar dinilai,tidak terdapat pendarahan , tidak ada 
jembatan jaringan , daerah sekitar luka bersih. 
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan 
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan 
8. Perut : Tidak ditemukan kelainan 
9. Bokong : Tidak ditemukan kelainan 
10. Dubur : lubang tidak ada, tidak ada kelainan 
11. Anggota gerak atas : ditemukan kaku mayat. Kuku jari 
tangan kiri dan kanan berwarna pucat , tampak kedua 
tangan kiri dan kanan mengepal dan pada tangan kiri 
terdapat uang Rp 1000 ( Seribu rupiah ) 
12. Anggota gerak bawah : ditemukan kaku mayat 
13. Alat kelamin : Perempuan , tidak ada pembengkakan 
Maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu ) barang 
bukti medis mati dengan No SVP: VER/412/X112011/SEKTA 
berjenis kelamin perempuan pada tanggal 08 Nopember 2011 
pada 08.00 Wita di kamar jenazah rumah sakit Bhayangkara 
Makassar Dari pemeriksaan luar didapatkan 1 buah luka tusuk 
pada daerah dada sebelah kiri dibawah payudara yang sesuai 
dengan kelukaan akibat benda tajam bermata satu serta satu 
buah luka iris pada daerah sebelah kiri dada dia atas payudara 
yang sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam,penyebab 
kematian ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan 
pemeriksaan dalam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 







Bahwa ia terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN DG. MANSA, 
pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 
20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
bulan Nopember 2001, bertempat di Jl. Abd. Daeng Sirua 
No. 99 A Makassar tepatnya di samping Ruko Asri 
Makassar, dengan sengaja.dan dengan direncanakan Lebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban Pr. Hj. 
HANLAH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut 
Bahwa antara terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah 
merupakan suami istri yang sah sejak melakukan pernikahan 
sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dengan di 
karunia 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama 
Fajar yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan yang 
kedua bernama Rani masih berumur 3 (tiga) tahun. 
Bahwa pada awal sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 
sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan korban 
masih tinggal serumah, namun sekitar bulan September 
2011 korban meninggalkan rumah dan menelantarkan 
terdakwa dan kedua anaknya dengan: tinggal serumah 
dengan Lk. Asis Ruppa (DPO). 
Adapun permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga 
antara terdakwa dengan korban: yakni disebabkan karena 
adanya orang ketiga, berawal sejak bulan September korban 
sering bertengkar dengan terdakwa karena korban telah 
berselingkuh dengan Lk. Asis Ruppa dan tinggal serumah 
dengan lk. Asis Ruppa tanpa ada perceraian sebelumnya 
dengan terdakwa, sekitar bulan Nopernber 3 (tiga) hari 
sebelum lebaran Idul Adha korban pulang ke rumah 
terdakwa dan meminta pinjam uang kepada terdakwa 
sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 
Hp yang rencananya akan digunakan untuk keperluan 
lebaran dan korban berjanji akan mengembalikannya setelah 
lebaran dan pada saat korban berada di rumah terdakwa, 
terdakwa dan anak-anaknya sempat bermohon korban agar 
ia tinggal dan kembali demi anak-anak namun korban tidak 
mau dengan alasan jika korban kembali pada terdakwa 
maka Lk. Asis akan membunuhnya. 
Pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul. 
18.00 wita di Jl. Abd Daeng Sirua No 99 A Makassar 
tepatnya di samping Ruko Asri, terdakwa memanggil saksi 
James dan meminta tolong untuk meminjamkan hp miliknya 
untuk menghubungi hp miliknya yang dipegang oleh korban, 
kemudian terdakwa menghubungi korban dan terjadi 
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pembicaraan yakni terdakwa "halo...? dimanako? Kemudian 
dijawab oleh korban "tunggu mak !" sambil mematikan hpnya 
dan sekitar pukul 18.07 wita korban kembali menghubungi 
terdakwa dengan mengatakan "tunggu mak adami ini di 
jalan" kemudian dijawab oleh terdakwa "bawakan hp, tidak 
kerja kalo tidak ada hp" lalu dijawab oleh korban "saya 
bawakan ji, saya tidak ambilji" kemudian terdakwa berkata 
lagi " bawakan juga uangku, tidak belanja anakmu kalo tidak 
ada uang !" di jawab oleh korban " iya ji kubawakan juga 
uangmu ", dan tak lama kemudian sekitar pukul 18.28 wita 
terdakwa kembali menghubungi korban kemudian berkata 
"kenapa lama sekali ?" dijawab oleh korban" tunggu mak di 
jalan ki ini, dimanako?" dijawab oleh terdakwa " di depannya 
sekolah mi ini", dan setelah terdakwa menunggu beberapa 
lamanya, akhirnya sekitar pukul 19.00 wita korban datang 
dan langsung bertemu dengan terdakwa, lalu korban 
langsung memberikan Hp merk Mito dan uang sebesar Rp 
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 
terdakwa, setelah memberikan uang dan hp tersebut, korban 
pamit hendak pulang namun di tahan oleh terdakwa dan 
berkata "di mana asis?" kemudian dijawab oleh korban 
sambil menunjuk ke arah jembatan Dg sirua "asis menunggu 
di sana !" namun korban berontak Karena tangannya 
dipegang oleh terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa 
langsung meninju perut korban dengan menggunakan 
tangan sebelah kanan, lalu korban berteriak dan marah-
marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung 
mengambil sebilah pisau pernotong daging yang sengaja 
diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sebelumnya 
terdakwa bawa dari rumah dan langsung menikam dan 
menancapkan pisau tersebut di dada sebelah kiri korban, 
pada saat terdakwa akan menarik kembali pisau tersebut 
korban memegang tangan terdakwa sambil berteriak 
“auhh.........” kemudian pada saat tangan korban terlepas dari 
tangan terdakwa, terdakwa kembali menikam payudara 
sebelah kiri dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh 
ke tanah dan terdakwa langsung lari meninggalkan korban 
ditempat kejadian. Adapun terdakwa melakukan 
pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa 
sakit hati telah dikhianati oleh korban telah berselingkuh dan 
menikah lagi Lk Asis Ruppa, padahal antara terdakwa 
dengan korban belum pernah bercerai dan masih berstatus 
suami istri yang sah. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 
korban Pr Saharia meninggal dunia, sebagaimana diuraikan 
pada Visum Et Repertum Nomor Ver/01/X/2011/RUMKIT', 
pada hari selasa tanggal 08 November 2011, yang di tanda 
tangani oleh dr Denny Msthius. Yang basil pemeriksaannya 
 45 
sebagai berikut 
Terhadap mayat Perempuan yang menurut surat dari Polisi 
bernama Syabria, umur 34 tahun,agama islam, alamat Jl AT 
Pettarani III No 05 Makassar, menurut keterangan penyidik, 
Jenazah ditemukan di halaman depan SD Tamamaung di 
jalan Abd Dg Sirua kota Makassar pada hari selasa tanggal 
08 Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wita dengan 
penjelasan bahwa diduga mayat perempuan diperkirkan 
karena dibunuh akibat tikaman mengalami luka tikam dua 
kali di bawah payudara kiri. 
  Dari hasil pemeriksaan didapatkan 
Pemeriksaan Fisik 
 
Bagian Luar Tubuh 
1. Kepala 
a. Mata : kedua kelopak mata terbuka, bintik 
pendarahan pada kelopak mata tidak ada 
b. Hidung : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
c. Telinga : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
d. Mulut : bibir bagian dalam pucat, gusi atas dan 
bawah pucat 
e. Gigi geligi : tidak dapat diketahui jumlahnya karena 
korban sudah kaku. hanya gigi bagian depan 
berwarna putih dab terdapat karang gigi, lidah 
sukar dinilai 
2. Leher : tidak ada kelainan 
 3. Bahu : tidak ada kelainan 
4. Pundak : tidak ditemukan kelainan 
5. Dada : terdapat satu buah luka terbuka pada daerah 
dada sebelah kiri di bawah payudara dengan panjang 5 
cm, lebar 3,8 cm serat kedalaman luka menembus 
rongga dada sampai tulang sebelum dirapatkan. Setelah 
luka dirapatkan, panjang luka 7 cm dab lebar 2 cm, 
terdapat 2 buah luka sudut, sudut pertama lancip, 
berjarak 20 cm di sebelah kiri garis dengan tengah tubuh 
serta 5 cm dibawah garis yang menghubungkan kedua 
tulang selangka. Sudut kedua tumpul berjarak 16 cm di 
sebelah kiri titik tengah tubuh serta 0,4 cm dibawah garis 
yang menghubungkan kedua tulang selangka. Tepi luka 
rata tebing sukar dinilai dasar luka sukar dinilai , tidak 
dapat pendarahan aktif, tidak ada jembatan 
jaringan,daerah sekitar luka ada darah luka terdiri dari 
kulit , jaringan lemak dan otot . Terdapat 5 cm di sebelah 
kiri garis tengah tubuh serta 1,1 cm di bawah garis yang 
menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut kedua 
lancip berjarak 10,5 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh 
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2,4 cm dibawah garis yang menghubungkan 2 tulang 
selangka. Tepi luka rata , tebing sukar dinilai , dasar luka 
sukar dinilai,tidak terdapat pendarahan , tidak ada 
jembatan jaringan , daerah sekitar luka bersih. 
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan 
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan 
8. Perut : Tidak ditemukan kelainan 
9. Bokong : Tidak ditemukan kelainan 
10. Dubur : lubang tidak ada, tidak ada kelainan 
11. Anggota gerak atas : ditemukan kaku mayat. Kuku jari 
tangan kiri dan kanan berwarna pucat , tampak kedua 
tangan kiri dan kanan mengepal dan pada tangan kiri 
terdapat uang Rp 1000 ( Seribu rupiah ) 
12. Anggota gerak bawah : ditemukan kaku mayat 
13. Alat kelamin : Perempuan , tidak ada pembengkakan 
Maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu ) barang 
bukti medis mati dengan No SVP: VER/412/X112011/SEKTA 
berjenis kelamin perempuan pada tanggal 08 Nopember 
2011 pada 08.00 Wita di kamar jenazah rumah sakit 
Bhayangkara Makassar Dari pemeriksaan luar didapatkan 1 
buah luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri dibawah 
payudara yang sesuai dengan kelukaan akibat benda tajam 
bermata satu serta satu buah luka iris pada daerah sebelah 
kiri dada dia atas payudara yang sesuai dengan perlukaan 
akibat benda tajam,penyebab kematian ini tidak dapat 
ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalarn Pasal 340 KUHP. 
 
SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN DG. MANSA, 
pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 
20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 
bulan Nopember 2001, bertempat di Jl. Abd. Daeng Sirua 
No. 99 A Makassar tepatnya di samping Ruko Asri 
Makassar, dengan sengaja.dan dengan direncanakan Lebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban Pr. Hj. 
HANLAH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara sebagai berikut 
Bahwa antara terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah 
merupakan suami istri yang sah sejak melakukan pernikahan 
sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dengan di 
karunia 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama 
Fajar yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan yang 
kedua bernama Rani masih berumur 3 (tiga) tahun. 
Bahwa pada awal sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 
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sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan korban 
masih tinggal serumah, namun sekitar bulan September 
2011 korban meninggalkan rumah dan menelantarkan 
terdakwa dan kedua anaknya dengan: tinggal serumah 
dengan Lk. Asis Ruppa (DPO). 
Adapun permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga 
antara terdakwa dengan korban: yakni disebabkan karena 
adanya orang ketiga, berawal sejak bulan September korban 
sering bertengkar dengan terdakwa karena korban telah 
berselingkuh dengan Lk. Asis Ruppa dan tinggal serumah 
dengan lk. Asis Ruppa tanpa ada perceraian sebelumnya 
dengan terdakwa, sekitar bulan Nopernber 3 (tiga) hari 
sebelum lebaran Idul Adha korban pulang ke rumah 
terdakwa dan meminta pinjam uang kepada terdakwa 
sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 
Hp yang rencananya akan digunakan untuk keperluan 
lebaran dan korban berjanji akan mengembalikannya setelah 
lebaran dan pada saat korban berada di rumah terdakwa, 
terdakwa dan anak-anaknya sempat bermohon korban agar 
ia tinggal dan kembali demi anak-anak namun korban tidak 
mau dengan alasan jika korban kembali pada terdakwa 
maka Lk. Asis akan membunuhnya. 
Pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul. 
18.00 wita di Jl. Abd Daeng Sirua No 99 A Makassar 
tepatnya di samping Ruko Asri, terdakwa memanggil saksi 
James dan meminta tolong untuk meminjamkan hp miliknya 
untuk menghubungi hp miliknya yang dipegang oleh korban, 
kemudian terdakwa menghubungi korban dan terjadi 
pembicaraan yakni terdakwa "halo...? dimanako? Kemudian 
dijawab oleh korban "tunggu mak !" sambil mematikan hpnya 
dan sekitar pukul 18.07 wita korban kembali menghubungi 
terdakwa dengan mengatakan "tunggu mak adami ini di 
jalan" kemudian dijawab oleh terdakwa "bawakan hp, tidak 
kerja kalo tidak ada hp" lalu dijawab oleh korban "saya 
bawakan ji, saya tidak ambilji" kemudian terdakwa berkata 
lagi " bawakan juga uangku, tidak belanja anakmu kalo tidak 
ada uang !" di jawab oleh korban " iya ji kubawakan juga 
uangmu ", dan tak lama kemudian sekitar pukul 18.28 wita 
terdakwa kembali menghubungi korban kemudian berkata 
"kenapa lama sekali ?" dijawab oleh korban" tunggu mak di 
jalan ki ini, dimanako?" dijawab oleh terdakwa " di depannya 
sekolah mi ini", dan setelah terdakwa menunggu beberapa 
lamanya, akhirnya sekitar pukul 19.00 wita korban datang 
dan langsung bertemu dengan terdakwa, lalu korban 
langsung memberikan Hp merk Mito dan uang sebesar Rp 
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada 
terdakwa, setelah memberikan uang dan hp tersebut, korban 
pamit hendak pulang namun di tahan oleh terdakwa dan 
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berkata "di mana asis?" kemudian dijawab oleh korban 
sambil menunjuk ke arah jembatan Dg sirua "asis menunggu 
di sana !" namun korban berontak Karena tangannya 
dipegang oleh terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa 
langsung meninju perut korban dengan menggunakan 
tangan sebelah kanan, lalu korban berteriak dan marah-
marah kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung 
mengambil sebilah pisau pernotong daging yang sengaja 
diselipkan di pinggang sebelah kiri yang sebelumnya 
terdakwa bawa dari rumah dan langsung menikam dan 
menancapkan pisau tersebut di dada sebelah kiri korban, 
pada saat terdakwa akan menarik kembali pisau tersebut 
korban memegang tangan terdakwa sambil berteriak 
“auhh.........” kemudian pada saat tangan korban terlepas dari 
tangan terdakwa, terdakwa kembali menikam payudara 
sebelah kiri dan pada saat itu pula korban langsung terjatuh 
ke tanah dan terdakwa langsung lari meninggalkan korban 
ditempat kejadian. Adapun terdakwa melakukan 
pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa 
sakit hati telah dikhianati oleh korban telah berselingkuh dan 
menikah lagi Lk Asis Ruppa, padahal antara terdakwa 
dengan korban belum pernah bercerai dan masih berstatus 
suami istri yang sah. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 
korban Pr Saharia meninggal dunia, sebagaimana diuraikan 
pada Visum Et Repertum Nomor Ver/01/X/2011/RUMKIT', 
pada hari selasa tanggal 08 November 2011, yang di tanda 
tangani oleh dr Denny Msthius. Yang basil pemeriksaannya 
sebagai berikut 
Terhadap mayat Perempuan yang menurut surat dari Polisi 
bernama Syabria, umur 34 tahun,agama islam, alamat Jl AT 
Pettarani III No 05 Makassar, menurut keterangan penyidik, 
Jenazah ditemukan di halaman depan SD Tamamaung di 
jalan Abd Dg Sirua kota Makassar pada hari selasa tanggal 
08 Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wita dengan 
penjelasan bahwa diduga mayat perempuan diperkirkan 
karena dibunuh akibat tikaman mengalami luka tikam dua 
kali di bawah payudara kiri. 
 Dari hasil pemeriksaan didapatkan 
Pemeriksaan Fisik 
Bagian Luar Tubuh 
1. Kepala 
a. Mata : kedua kelopak mata terbuka, bintik 
pendarahan pada kelopak mata tidak ada 
b. Hidung : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
c. Telinga : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
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d. Mulut : bibir bagian dalam pucat, gusi atas dan 
bawah pucat 
e. Gigi geligi : tidak dapat diketahui jumlahnya karena 
korban sudah kaku. hanya gigi bagian depan 
berwarna putih dab terdapat karang gigi, lidah 
sukar dinilai 
2. Leher : tidak ada kelainan 
3. Bahu : tidak ada kelainan 
4. Pundak : tidak ditemukan kelainan 
5. Dada : terdapat satu buah luka terbuka pada daerah 
dada sebelah kiri di bawah payudara dengan panjang 5 
cm, lebar 3,8 cm serat kedalaman luka menembus 
rongga dada sampai tulang sebelum dirapatkan. Setelah 
luka dirapatkan, panjang luka 7 cm dab lebar 2 cm, 
terdapat 2 buah luka sudut, sudut pertama lancip, 
berjarak 20 cm di sebelah kiri garis dengan tengah tubuh 
serta 5 cm dibawah garis yang menghubungkan kedua 
tulang selangka. Sudut kedua tumpul berjarak 16 cm di 
sebelah kiri titik tengah tubuh serta 0,4 cm dibawah garis 
yang menghubungkan kedua tulang selangka. Tepi luka 
rata tebing sukar dinilai dasar luka sukar dinilai , tidak 
dapat pendarahan aktif, tidak ada jembatan 
jaringan,daerah sekitar luka ada darah luka terdiri dari 
kulit , jaringan lemak dan otot . Terdapat 5 cm di sebelah 
kiri garis tengah tubuh serta 1,1 cm di bawah garis yang 
menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut kedua 
lancip berjarak 10,5 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh 
2,4 cm dibawah garis yang menghubungkan 2 tulang 
selangka. Tepi luka rata , tebing sukar dinilai , dasar luka 
sukar dinilai,tidak terdapat pendarahan , tidak ada 
jembatan jaringan , daerah sekitar luka bersih. 
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan 
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan 
8. Perut : Tidak ditemukan kelainan 
9. Bokong : Tidak ditemukan kelainan 
10. Dubur : lubang tidak ada, tidak ada kelainan 
11. Anggota gerak atas : ditemukan kaku mayat. Kuku jari 
tangan kiri dan kanan berwarna pucat , tampak kedua 
tangan kiri dan kanan mengepal dan pada tangan kiri 
terdapat uang Rp 1000 ( Seribu rupiah ) 
12. Anggota gerak bawah : ditemukan kaku mayat 
13. Alat kelamin : Perempuan , tidak ada pembengkakan 
Maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu ) barang 
bukti medis mati dengan No SVP: VER/412/X112011/SEKTA 
berjenis kelamin perempuan pada tanggal 08 Nopember 
2011 pada 08.00 Wita di kamar jenazah rumah sakit 
Bhayangkara Makassar Dari pemeriksaan luar didapatkan 1 
buah luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri dibawah 
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payudara yang sesuai dengan kelukaan akibat benda tajam 
bermata satu serta satu buah luka iris pada daerah sebelah 
kiri dada dia atas payudara yang sesuai dengan perlukaan 
akibat benda tajam,penyebab kematian ini tidak dapat 
ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 338 KUHP. 
 
LEBIH SUBSIDAIR : 
Bahwa ia terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN DG. MANSA, pada 
hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar jam 20.00 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 
2001, bertempat di Jl. Abd. Daeng Sirua No. 99 A Makassar 
tepatnya di samping Ruko Asri Makassar, dengan sengaja.dan 
dengan direncanakan Lebih dahulu menghilangkan nyawa 
orang yakni korban Pr. Hj. HANLAH, perbuatan mana dilakukan 
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut 
Bahwa antara terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah 
merupakan suami istri yang sah sejak melakukan pernikahan 
sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dengan di 
karunia 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Fajar 
yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan yang kedua 
bernama Rani masih berumur 3 (tiga) tahun. 
Bahwa pada awal sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 sampai 
dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan korban masih tinggal 
serumah, namun sekitar bulan September 2011 korban 
meninggalkan rumah dan menelantarkan terdakwa dan kedua 
anaknya dengan: tinggal serumah dengan Lk. Asis Ruppa 
(DPO). 
Adapun permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga 
antara terdakwa dengan korban: yakni disebabkan karena 
adanya orang ketiga, berawal sejak bulan September korban 
sering bertengkar dengan terdakwa karena korban telah 
berselingkuh dengan Lk. Asis Ruppa dan tinggal serumah 
dengan lk. Asis Ruppa tanpa ada perceraian sebelumnya 
dengan terdakwa, sekitar bulan Nopernber 3 (tiga) hari sebelum 
lebaran Idul Adha korban pulang ke rumah terdakwa dan 
meminta pinjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp yang rencananya akan 
digunakan untuk keperluan lebaran dan korban berjanji akan 
mengembalikannya setelah lebaran dan pada saat korban 
berada di rumah terdakwa, terdakwa dan anak-anaknya sempat 
bermohon korban agar ia tinggal dan kembali demi anak-anak 
namun korban tidak mau dengan alasan jika korban kembali 
pada terdakwa maka Lk. Asis akan membunuhnya. 
Pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul. 18.00 
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wita di Jl. Abd Daeng Sirua No 99 A Makassar tepatnya di 
samping Ruko Asri, terdakwa memanggil saksi James dan 
meminta tolong untuk meminjamkan hp miliknya untuk 
menghubungi hp miliknya yang dipegang oleh korban, 
kemudian terdakwa menghubungi korban dan terjadi 
pembicaraan yakni terdakwa "halo...? dimanako? Kemudian 
dijawab oleh korban "tunggu mak !" sambil mematikan hpnya 
dan sekitar pukul 18.07 wita korban kembali menghubungi 
terdakwa dengan mengatakan "tunggu mak adami ini di jalan" 
kemudian dijawab oleh terdakwa "bawakan hp, tidak kerja kalo 
tidak ada hp" lalu dijawab oleh korban "saya bawakan ji, saya 
tidak ambilji" kemudian terdakwa berkata lagi " bawakan juga 
uangku, tidak belanja anakmu kalo tidak ada uang !" di jawab 
oleh korban " iya ji kubawakan juga uangmu ", dan tak lama 
kemudian sekitar pukul 18.28 wita terdakwa kembali 
menghubungi korban kemudian berkata "kenapa lama sekali ?" 
dijawab oleh korban" tunggu mak di jalan ki ini, dimanako?" 
dijawab oleh terdakwa " di depannya sekolah mi ini", dan 
setelah terdakwa menunggu beberapa lamanya, akhirnya 
sekitar pukul 19.00 wita korban datang dan langsung bertemu 
dengan terdakwa, lalu korban langsung memberikan Hp merk 
Mito dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) kepada terdakwa, setelah memberikan uang dan hp 
tersebut, korban pamit hendak pulang namun di tahan oleh 
terdakwa dan berkata "di mana asis?" kemudian dijawab oleh 
korban sambil menunjuk ke arah jembatan Dg sirua "asis 
menunggu di sana !" namun korban berontak Karena tangannya 
dipegang oleh terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa 
langsung meninju perut korban dengan menggunakan tangan 
sebelah kanan, lalu korban berteriak dan marah-marah kepada 
terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah 
pisau pernotong daging yang sengaja diselipkan di pinggang 
sebelah kiri yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan 
langsung menikam dan menancapkan pisau tersebut di dada 
sebelah kiri korban, pada saat terdakwa akan menarik kembali 
pisau tersebut korban memegang tangan terdakwa sambil 
berteriak “auhh.........” kemudian pada saat tangan korban 
terlepas dari tangan terdakwa, terdakwa kembali menikam 
payudara sebelah kiri dan pada saat itu pula korban langsung 
terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung lari meninggalkan 
korban ditempat kejadian. Adapun terdakwa melakukan 
pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa sakit 
hati telah dikhianati oleh korban telah berselingkuh dan menikah 
lagi Lk Asis Ruppa, padahal antara terdakwa dengan korban 
belum pernah bercerai dan masih berstatus suami istri yang 
sah. 
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan 
korban Pr Saharia meninggal dunia, sebagaimana diuraikan 
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pada Visum Et Repertum Nomor Ver/01/X/2011/RUMKIT', pada 
hari selasa tanggal 08 November 2011, yang di tanda tangani 
oleh dr Denny Msthius. Yang basil pemeriksaannya sebagai 
berikut 
Terhadap mayat Perempuan yang menurut surat dari Polisi 
bernama Syabria, umur 34 tahun,agama islam, alamat Jl AT 
Pettarani III No 05 Makassar, menurut keterangan penyidik, 
Jenazah ditemukan di halaman depan SD Tamamaung di jalan 
Abd Dg Sirua kota Makassar pada hari selasa tanggal 08 
Nopember 2011 sekitar pukul 06.00 wita dengan penjelasan 
bahwa diduga mayat perempuan diperkirkan karena dibunuh 
akibat tikaman mengalami luka tikam dua kali di bawah 
payudara kiri 
Dari hasil pemeriksaan didapatkan 
Pemeriksaan Fisik 
Bagian Luar Tubuh 
1. Kepala 
a. Mata : kedua kelopak mata terbuka, bintik 
pendarahan pada kelopak mata tidak ada 
b. Hidung : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
c. Telinga : tidak ditemukan kelainan, tidak keluar 
cairan 
d. Mulut : bibir bagian dalam pucat, gusi atas dan 
bawah pucat 
e. Gigi geligi : tidak dapat diketahui jumlahnya karena 
korban sudah kaku. hanya gigi bagian depan 
berwarna putih dab terdapat karang gigi, lidah 
sukar dinilai 
2. Leher : tidak ada kelainan 
3. Bahu : tidak ada kelainan 
4.Pundak : tidak ditemukan kelainan 
5. Dada : terdapat satu buah luka terbuka pada daerah dada 
sebelah kiri di bawah payudara dengan panjang 5 cm, lebar 
3,8 cm serat kedalaman luka menembus rongga dada 
sampai tulang sebelum dirapatkan. Setelah luka dirapatkan, 
panjang luka 7 cm dab lebar 2 cm, terdapat 2 buah luka 
sudut, sudut pertama lancip, berjarak 20 cm di sebelah kiri 
garis dengan tengah tubuh serta 5 cm dibawah garis yang 
menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut kedua 
tumpul berjarak 16 cm di sebelah kiri titik tengah tubuh serta 
0,4 cm dibawah garis yang menghubungkan kedua tulang 
selangka. Tepi luka rata tebing sukar dinilai dasar luka sukar 
dinilai , tidak dapat pendarahan aktif, tidak ada jembatan 
jaringan,daerah sekitar luka ada darah luka terdiri dari kulit , 
jaringan lemak dan otot . Terdapat 5 cm di sebelah kiri garis 
tengah tubuh serta 1,1 cm di bawah garis yang 
menghubungkan kedua tulang selangka. Sudut kedua lancip 
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berjarak 10,5 cm di sebelah kiri garis tengah tubuh 2,4 cm 
dibawah garis yang menghubungkan 2 tulang selangka. Tepi 
luka rata , tebing sukar dinilai , dasar luka sukar dinilai,tidak 
terdapat pendarahan , tidak ada jembatan jaringan , daerah 
sekitar luka bersih. 
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan 
7. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan 
8. Perut : Tidak ditemukan kelainan 
9. Bokong : Tidak ditemukan kelainan 
10. Dubur : lubang tidak ada, tidak ada kelainan 
11. Anggota gerak atas : ditemukan kaku mayat. Kuku jari 
tangan kiri dan kanan berwarna pucat , tampak kedua 
tangan kiri dan kanan mengepal dan pada tangan kiri 
terdapat uang Rp 1000 ( Seribu rupiah ) 
12. Anggota gerak bawah : ditemukan kaku mayat 
13. Alat kelamin : Perempuan , tidak ada pembengkakan 
Maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu ) barang 
bukti medis mati dengan No SVP: VER/412/X112011/SEKTA 
berjenis kelamin perempuan pada tanggal 08 Nopember 
2011 pada 08.00 Wita di kamar jenazah rumah sakit 
Bhayangkara Makassar Dari pemeriksaan luar didapatkan 1 
buah luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri dibawah 
payudara yang sesuai dengan kelukaan akibat benda tajam 
bermata satu serta satu buah luka iris pada daerah sebelah 
kiri dada dia atas payudara yang sesuai dengan perlukaan 
akibat benda tajam,penyebab kematian ini tidak dapat 
ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
 
 
4.  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada dipersidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum dalam Perkara ini  
MENUNTUT : 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN MANSA terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya 
korban " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama 
Pasal 44 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan 
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI ALS UNI BIN 
MANSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.;  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu; 
- 1 (satu) lembar bra warna ungu; 
- 1 (satu) buah ikat rambut warna orange dan kuning;  
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau; 
- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 29 cm beserta 
sarungnya; 
- 1 (satu) pasang sandal jepit; 
Barang bukti di rampas untuk di musnahkan.  
- 1 (sate) unit Hp merk Samsung; 
Barang bukti di kembalikan kepada yang berhak yakni James. 
- I (satu) unit Hp merk Mito warna merah hitam; 
- I (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh 
ribu rupiah); 
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah); 
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu 
rupiah); 
Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yakni Sunardi. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam perbuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi 
juga mengenai hukum pidana materil seperti unsur-unsur dari perbuatan 
yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.  
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 Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus 
terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut : 
(2)  Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umut atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka; 
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak    
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
 
 Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang 
harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat 
yang ada di point b karena apabila syarat yang ada dipoint tersebut tidak 
terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau Van Rechtswege 
nieting. 
 Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang dan Theo lamintang, 
2010;306) 
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa; 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak 
pidana yang didakwakan kepada para terdakwa; 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa. 
 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis bahwa surat dakwaan yang 
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di 
dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi 
unsure dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dalam 
surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas 
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mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan 
tempat kejadian perkara. 
 Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
jaksa menggunakan dakwaan Alternatif, yaitu pertama Pasal 44 ayat (3) 
UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, atau dakwaan kedua primair Pasal 340 KUHP, subsidair 
Pasal  338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
 Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa 
lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus 
memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka 
dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.  
Dalam kasus ini menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi 
Generalis yaitu asas penafsiran hukum yang bersifat khusus 
mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dalam proses 
persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur pasal 
yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan pertama 
yaitu Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 dengan pertimbangan 
bahwa perbuatan terdakwa saling mencocoki dengan rumasan Pasal 44 
ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004. 
 Unsur-unsur tersebut di atas adalah : 
- Barang siapa 
Pengertian "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek 
hukum pemangku hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap 
dipersidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini 
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adalah dua orang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan 
rohani bernama lengkap SUNARDI ALS UNI BIN MANSA, telah 
memenuhi kriteria tersebut di atas dan mereka telah 
membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana 
tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di 
depan persidangan dan terdakwa telah membenarkan 
identitasnya itu, sehingga tidak ada lagi error in persona dalam 
perkara ini yang di dukung pula dengan keterangan para saksi 
yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi 
terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak 
pidana. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
- Dengan sengaja telah melakukan kekerasan fisik 
Di dalam Undang-Undang, pengertian sengaja tidak dijelaskan, 
akan tetapi menurut memori Van Tolichting (M.U.T) sengaja 
adalah mengetahui dan menghendaki artinya terdakwa 
mengetahui dan menghendaki akibat perbuatan yang 
dilakukannya, jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi Pr. Sania, Saksi James, Arifin, 
Bustam, dan saksi Ad Charge Haniah, saksi Pr. Ariani di depan 
persidangan dengan di bawah sumpah, bahwa benar 
kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 
sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jl. Abd. Daeng Sirua No. 99 
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A Makassar, di mana pada saat korban pamit hendak pulang 
namun di tahan oleh terdakwa dan berkata "di mana asis?" 
kemudian dijawab oleh korban sambil menunjuk ke arah 
jembatan Dg sirua "asis menunggu di sana !" namun korban 
berontak Karena tangannya dipegang oleh terdakwa, namun 
secara tiba-tiba terdakwa langsung meninju perut korban 
dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu korban 
berteriak dan marah-marah kepada terdakwa, kemudian 
terdakwa langsung mengambil sebilah pisau pemotong daging 
yang sengaja diselipkan di pinggang sebelah kiri yang 
sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan langsung menikam 
dan menancapkan pisau tersebut di dada sebelah kiri korban, 
pada saat terdakwa akan menarik kembali pisau tersebut 
korban memegang tangan terdakwa sambil berteriak 
auhh...........kemudian pada saat tangan korban terlepas dari 
tangan terdakwa. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Dengan 
sengaja telah melakukan kekerasan fisik" telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
- Dalam lingkup rumah tanggga 
Fakta yang terungkap dipersidangan fakta dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi Pr. Sania, Saksi James, Arifin, 
Bustam, dan saksi Ad Charge Haniah, saksi Pr.Ariani di depan 
persidangan dengan di bawah sumpah, bahwa benar Bahwa 
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antara terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah merupakan 
suami istri yang sah sejak melakukan pernikahan sejak tahun 
2000 sampai dengan sekarang dan dengan di karunia 2 (dua) 
orang anak yakni anak pertama bernama Fajar yang masih 
berumur 9 (Sembilan) tahun dan yang kedua bernama Rani 
masih berumur , i tiga) tahun, berawal sebelum kejadian, sekitar 
tahun 2000 sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan 
korban masih tinggal serumah, namun sekitar bulan September 
2011 korban meninggalkan rumah dan menelantarkan terdakwa 
dan kedua anaknya dengan tinggal serumah dengan Lk. Asis 
Ruppa (DPO). 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Dalam 
ruang lingkup Rumah Tangga" telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
- Yang dilakukan suami terhadap istrinya 
Fakta yang terungkap dipersidangan fakta dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi Pr. Sania, Saksi James, Arifin, 
Bustam, dan saksi Ad Charge Haniah, saksi Pr.Ariani di depan 
persidangan dengan di bawah sumpah, bahwa benar antara 
terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah merupakan suami istri 
yang sah sejak melakukan pernikahan sejak tahun 2000 sampai 
dengan sekarang dan dengan di karunia 2 (dua) orang anak 
yakni anak pertama bernama Fajar yang masih berumur 9 
(Sembilan) tahun dan yang kedua bernama Rani masih berumur 
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3 (tiga) tahun, berawal sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 
sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan korban masih 
tinggal serumah, namun sekitar bulan September 2011 korban 
meninggalkan rumah dan menelantarkan terdakwa dan kedua 
anaknya dengan tinggal serumah dengan Lk. Asis Ruppa 
(DPO), adapun kejadiannya pada hari selasa tanggal 08 
Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 wita korban dibunuh akibat 
tikaman 1 buah luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri 
dibawah payudara yang sesuai dengan kelukaan akibat benda 
tajam bermata satu serta satu buah luka iris pada daerah 
sebelah kiri dada dia atas payudara yang sesuai dengan 
perlukaan akibat benda tajam, terdakwa melakukannya seorang 
diri karena merasa sakit hati dengan semua perbuatan korban 
yang masih berstatus suami istri dengan terdakwa. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Yang 
dilakukan oleh suami terhadap istrinya" telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum. 
- Yang mengakibatkan matinya korban 
Fakta yang terungkap dipersidangan fakta dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi Pr. Sania, Saksi James, Arifin, 
Bustam, dan saksi Ad Charge Haniah, saksi Pr.Ariani di depan 
persidangan dengan di bawah sumpah, bahwa benar antara 
terdakwa dan korban Pr. Saharia adalah merupakan suami istri 
yang sah sejak melakukan pernikahan sejak tahun 2000 sampai 
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dengan sekarang dan dengan di karunia 2 (dua) orang anak 
yakni anak pertama bernama Fajar yang masih berumur 9 
(Sembilan) tahun dan yang kedua bernama Rani masih berumur 
3 (tiga) tahun, berawal sebelum kejadian, sekitar tahun 2000 
sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa dan korban masih 
tinggal serumah, namun sekitar bulan September 2011 korban 
meninggalkan rumah dan menelantarkan terdakwa dan kedua 
anaknya dengan tinggal serumah dengan Lk. Asis Ruppa 
(DPO), adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 
Nopember 2011 sekitar pukul 20.00 wita korban dibunuh akibat 
tikaman I buah luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri 
dibawah payudara yang sesuai dengan kelukaan akibat benda 
tajam bermata satu serta satu buah luka iris pada daerah 
sebelah kiri dada dia atas payudara yang sesuai dengan 
perlukaan akibat benda tajam, terdakwa melakukannya seorang 
diri karena merasa sakit hati dengan semua perbuatan korban 
yang masih berstatus suami istri dengan terdakwa. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "yang 
mengakibatkan matinya korban." telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Menurut jaksa penuntut umum bahwa unsur barang siapa sudah 
jelas yakni terdakwa SUNARDI Alias UNI BIN DG. MANSA pada saat 
melakukan perbuatannya dia dalam keadaan cakap dan sehat jasmani 
dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 
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Sementara, unsur dengan sengajapun dianggap terbukti dengan 
pertimbangan dan fakta-fakta di persidangan, perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa mempunyai maksud tertentu yaitu menghendaki dan 
mengetahui matinya seseorang dengan perbuatan tersebut. Berdasarkan 
keterangan terdakwa yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
persidangan bahwa terdakwa telah memberi dua tusukan pada bagian 
dada sebelah kiri korban.  
Untuk unsur menghilangkan nyawa orang lain yang telah terpenuhi, 
menurut Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia beberapa saat 
kemudian. 
Dalam kasus yang diteliti Penulis, Jaksa Penuntut Umum melihat 
adanya hal-hal yang akan memberatkan dan hal-hal yang akan 
meringankan terdakwa. 
Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan 
hukum;  
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri. 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang 
masih kecil-kecil. 
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- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa merasa di khianati (korban selingkuh). 
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan di 
atas maka Penulis berkesimpulan bahwa, penerapan hukum materil dalam 
kasus putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks, sudah tepat dan sesuai 
dengan hukum pidana yang berlaku. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Menyebabkan 
Kematian Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 
47/Pid.B/2012/PN.Mks) 
1.  Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa 
tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, maka siding perkara ini dilanjutkan dengan 
acara pembuktian; 
 Menimbang bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut 
Umum di persidangan telah mengajukan Barang Bukti berupa: 
 
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.;  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu; 
- 1 (satu) lembar bra warna ungu; 
- 1 (satu) buah ikat rambut warna orange dan kuning;  
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau; 
- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 29 cm beserta 
sarungnya; 
- 1 (satu) pasang sandal jepit; 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa 
Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan 
persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai 
dengan agama yang dianutnya; 
 
Menimbang bahwa setelah mendengan keterangan terdakwa dan 
seluruh saksi-saksi baik saksi yang memberatkan maupun yang 
meringankan, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim 
dinyatakan telah selesai dan selanjutnya sesuai dengan hukum acara 
pidana, tahapan selanjutnya adalah Requisitor/tuntutan dan pembelaan 
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Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian majelis akan membahas perkara 
ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
apakah alat bukti tersebut telah dapat membuktikan dakwaan yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum akan diuraikan berikut : 
 
Menimbang bahwa setelah mendengan seluruh keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa di persidangan kemudian apabila 
dihubungkan seluruh keterangan terdakwa di persidangan kemudian 
apabila dihubungkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan 
yang lain sedemikian rupa dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula 
dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata terdapat 
persesuaian satu dengan yang lainnya, maka kemudian majelis 
menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
 
Menimbang bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Jaksa 
Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.;  
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu; 
- 1 (satu) lembar bra warna ungu; 
- 1 (satu) buah ikat rambut warna orange dan kuning;  
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau; 
- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 29 cm beserta 
sarungnya; 
- 1 (satu) pasang sandal jepit; 
 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa 
Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan 
persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai 
dengan agama yang dianutnya, sebagai berikut: 
- Saksi SANIA 
- Saksi JAMES FONGRITAUDING 
- Saksi ARIFIN ALS IPING 
- Saksi BUSTAM 
- Saksi HAWANIAH DG. MUM 
- Saksi ARIYANI 
 
Menimbang bahwa setelah mendengar seluruh keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa di persidangan kemudian dihubungkan 
dengan satu sama lain dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang 
bukti yang diajukan ke persidangan ternyata terdapat persesuaian satu 
dengan yang lainnya maka kemudian majelis menyimpulkan adanya fakta-
fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa mulanya terdakwa mempunyai masalah rumah 
tangga dengan korban dikarenakan korban telah menikah 
lagi, yang mengakibatkan rasa sakit hati dalam diri diri 
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terdakwa terhadap korban yang memicu terjadinya 
kekerasan. 
- Bahwa kemudian terdakwa telah bertemu dengan korban 
pada tanggal 08 November 2011 sekitar pukul 18.00 wita, 
lalu pada saat korban ingin pergi, terdakwa memegang 
tangan korban lalu meninju perutnya, lalu terdakwa menikam 
dada kiri korban Saharia yang akibatnya korban terjatuh dan 
meninggal ditempat. 
 
Menimbang bahwa sekarang perlu dipertimbangkan oleh Majelis 
apakah fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut di atas 
telah memenuhi unsur dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum 
bersifat Alternatif, yaitu adanya dakwaan pertama yaitu Pasal 44 ayat (3) 
UURI No.23 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: 
 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau 
denda paling banyak  45.000.000,00 (empat puluh lima 
juta rupiah). 
 
Menimbang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut 
- Barang siapa. 
- Dengan sengaja telah melakukan kekerasan fisik.  
- Dalam lingkup rumah tangga. 
- Yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya 
- Yang mengakibatkan matinya korban 
 
Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan antara fakta-fakta yang diperoleh dengan uraian 
unsur dari pasal yang tertulis tersebut di atas. 
 
Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” adalah sebagai subjek 
hukum yang dapat  dipertanggungjawabkan di depan hukum, sehat fisik 
mental, cakap, dan sehat jasmani maupun rohani serta dapat melakukan 
perbuatan atau tindakan hukum. 
 
Menimbang bahwa di dalam persidangan terdakwa cakap, sehat, 
maupu mengikuti proses persidangan dan bisa menjawab seluruh 
pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum, 
oleh karenanya unsur ini terpenuhi. 
 
Menimbang bahwa pelaku telah mengetahui dan sadar atas 
perbuatan yang dilakukannya serta mempunyai kemauan untuk 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang 
oleh undang-undang. 
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Menimbang bahwa menurut atau unsur dengan sengaja terletak di 
depan unsur menghilangkan, unsur nyawa orang lain, berarti bahwa 
semua unsur terletak dibelakang kata dengan sengaja juga diliputi Opzet, 
artinya semua unsur tersebut harus dibuktikan di sidang pengadilan yang 
terdiri dari : 
1. Willens atau menghendaki melakukan tindakan yang 
bersangkutan dan Witens atau mengetahui bahwa 
tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang 
lain; 
2. Telah menghendaki bahwa akan itu ialah nyawa; 
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak dia hilangkan itu 
ialah nyawa orang lain. 
 
Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan bahwa terdakwa 
menyadari jika perbuatan yang dilakukan tersebut mengetahui akibatnya, 
oleh karena itu dari pengakuan terdakwa menerangkan bahwa dengan 
alasan korban pernah diancam dengan mengatakan akan dibunuh dengan 
sdr. Azis Ruppa jika kembali kerumah terdakwa maka terdakwa dengan 
alasan hati atau dengan perasaan yang emosi meninju perut korban lalu 
menikam dada dan payudara korban. 
 
Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, hakim dapat 
menyimpulkan bahwa terdakwa menghendaki melakukan penikaman dan 
mengetahui jika perbuataan tersebut bertujuan untuk menghilangkan 
nyawa korban karena terdakwa sakit hati sehingga melakukan tindak 
kekerasan yang menyebabkan kematian korban tersebut. 
 
Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas 
unsure dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti. 
 
Menimbang pandangan hakim bukan hanya tertuju pada kasus 
tertentu tapi secara global kadang Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu 
pemicunya tidak sepadan dengan akses yang ditimbulkannya. 
 
Menimbang bahwa, unsur selanjutnya adalah menghilangkan 
nyawa orang lain. 
Menimbang bahwa setelah terdakwa menikam dada kiri dan 
payudara kiri korban, akhirnya korban merintih dan terjatuh ke tanah 
kemudian menghembuskan nafas terakhir ditempat kejadian pada tanggal 
07 November 2011. 
 
Menimbang bahwa meninggalnya korban telah dikuatkan oleh 
saksi-saksi juga oleh alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa 
Visum Et Repertum No. Ver/01/X2011/RUMKIT pada hari Selasa tanggal 
08 November 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Masthius. 
- Keterangan luka: 1 buah luka tusuk pada daerah dada sebelah 
kiri dan luka iris pada daerah atas payudara yang sesuai 
dengan perlakuan akibat benda tajam. 
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Kesimpulan : 
  Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas bahwa 
korban Saharia telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 
2011 akibat dari tikaman didada kiri sehingga antara perbuatan 
penikaman terdakwa kepada korban  menyebabkan kematian 
bagikorban Saharia yang dalam teori pidananya dengan teori 
causalitet yaitu teori sebab akibat dan dengan demikian perbuatan 
terrdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban 
Saharia. 
  Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah 
terpenuhi dan terbukti di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 
44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 sebagaimana di dalam 
dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti sehingga dengan 
demikan majelis tidak perlu menguraikan dakwaan kedua primer 
Jaksa Penuntut Umum. 
  Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum bersifat Alternatif, yaitu adanya dakwaan kedua primer yaitu 
Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
 
“Barang siapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun”. 
 
    Dan subsidair Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 
 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang 
diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun” 
 
 Menimbang bahwa dengan demikian saja dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum pertama terbukti secara sah dan meyakinkan oleh 
karena perbutan terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan maka kepadanya akan dijatuhi pidana sebagaimana di 
dalam amar putusan berikut ini karena sepanjang persidangan tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atau 
alasan lainnya yang dapat menghapuskan pidana yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan tapi 
adalah pembinaan agar dimasa yang akan datang terdakwa akan 
lebih baik lagi atau mudah-mudahan dengan dipidananya terdakwa 
ada efek jera. 
 Menimbang bahwa selama terdakwa dalam menjalani 
proses peradilan telah ditahan oleh aparat pejabat penegak hukum 
sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadannya sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku, maka masa penahanan 
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yang telah dijalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari hukuman 
yang akan dijatuhkan. 
 Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis 
Hakim dibandingkan dengan masa penahanannya yang telah 
dijalani lebih lama maka diperintahkan terdakwa tetap berada di 
dalam tahanan. 
 Menimbang bahwa didalam persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu; 
- 1 (satu) lembar bra warna ungu; 
- 1 (satu) buah ikat rambut warna orange dan kuning;  
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau; 
- 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 29 cm beserta 
sarungnya; 
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung; 
- 1 (satu) unit Hp merk Mito warna merah hitam;  
- 1 (satu) pasang sandal jepit; 
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua 
puluh ribu rupiah); 
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah);  
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1000,- (seribu 
rupiah); 
 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, 
sesuai dengan KUHAP kepadanya dibebankan untuk membayar 
ongkos perkara sebagaimana di dalam amar putusan. 
 
Menimbang bahwa seblum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau hal-
hal yang meringankan bagi terdakwa: 
 
Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan 
hukum;  
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri. 
 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan    mengulanginya lagi; 
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang 
masih kecil-kecil. 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa merasa di khianati (korban selingkuh). 
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2.  Amar Putusan  
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Sunardi Alias Uni Bin Dg. Mansa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak 
pidana “Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 
tangga yang mengakibatkan matinya korban”; 
- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 8 (delapan) tahun; 
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
- Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana 
panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 
1(satu) lembar baju kaos warna ungu, 1(satu) lembar bra warna 
ungu, 1(satu) buka ikat rambut warna orange dan kuning, 1(satu) 
lembar celana pendek warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur 
ukuran panjang 29 Cm beserta sarungnyya, 1(satu) pasang sandal 
jepit, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk 
Mito warna hitam, 1(satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20000 
(dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 
10000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 
Rp. 1000 (seribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni 
Sunardi; 
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000 (dua ribu rupiah). 
 
 
3.  Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) 
yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan 
di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan 
sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa. 
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Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua 
alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut 
dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut 
undang-undang yang bersifat negatif. 
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakn sebagai sistem 
pembuktian negatif (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:408-409) 
karena : 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk 
pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis 
dan banyaknya alat bukti yang harus ada; 
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat 
bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat 
membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang 
terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu 
belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak 
pidana itu benar-benar terjad dan bahwa terdakwa telah 
bersalah melakukan tindak pidana tersebut. 
 
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-
unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung 
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
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kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya, serta tidak ada alas an pembenar atau peniadaan sifat 
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Berdasarkan hal 
tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut 
hukum pidana, terdiri atas tiga syarat (Moeljatno,1983:6) yaitu : 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggungjawabkan dari si pembuat; 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si 
pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : 
a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. 
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan 
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk 
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya 
perbuatan tersebut adalah merupakan faktor, perasaan yaitu dapat 
menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 
diperbolehkan dan mana yang tidak. 
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi, maka tentunya orang yang 
tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 
buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan 
tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat 
dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-
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jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena cacat, tidak dipidana”. 
Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur 
perbuatan melawan hukum.  
Tentang sifat melawan hukum, apabila dihubungkan dengan 
keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya 
dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). 
Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga 
macam (Pipin Syarifin, 2000:93), yaitu : 
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti 
oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada 
suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman 
pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat 
tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 
suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukuman ini. 
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari 
delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan itu. 
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 
Kesengajaan inii yang terang-terangan tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan 
akibat itu. 
 
 Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dan 
kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan 
seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 
KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : 
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Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau kurungan paling lama satu tahun. 
 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi 
pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. 
Dengan adanya salah satu dasasr penghapusan pidana berupa 
dasar pembenar, maka suatu perbuyatan kehilangan sifat melawan 
hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat 
disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar 
penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan 
hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bias disebut alasan-alasan 
menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, yaitu 
dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP , keadaan darurat, 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah 
jabatan Pasal 51 ayat 1 KUHP. 
Yang termasuk dasar pemaaf adalah kekurangan atau penyakit 
dalam daya berpikir, daya paksa (overmacht), bela paksa, pembelaan 
terpaksa melampaui batas (noodweerexes), perintah jabatan yang tidak 
sah. Selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP (Edi Setiadi, 
1999:48) yaitu : 
1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap 
muridnya; 
2. Hak jabatan atau pekerjaan. 
 
Dalam putusan No. 47/Pid.B/2012/PN.Mks. Proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah 
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sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang 
diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang  
pertanggungjawaban pidana dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan 
fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwwa 
sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alsan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan 
pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya 
dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-
hal yang memberatkan yaitu perbuatan terrdakwa yang telah meresahkan 
masyarakat. Dan hal-hal yang meringankan yaitu : 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang 
masih kecil-kecil. 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa merasa di khianati (korban selingkuh). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Penulis, syarat  
pemidanaan dalam kasus yang diteliti Penulis tersebut telah terpenuhi, 
Kesimpulan yang dibuat Penulis didasarkan pada : 
1. Perbuatan Terdakwa 
- Memenuhi unsur delik; 
- Melawan hukum; 
- Tidak ada alasan pembenar; 
2. Terdakwa 
- Mampu bertanggungjawab 
- Terdapat unsur kesalahan 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis 
uraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 
1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga pada perkara 
No.47/Pid.B/2012/PNN.Mks, telah sesuai dengan ketentuan 
hukum dalam hal ini Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya 
dalam penerapan Pasal 44 ayat (3) UU RI PKDRT yang 
mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah 
tangga yang menyebabkan kematian. 
2. Bahwa dalam penjatuhan putusan dalam putusan 
No.47/Pid.B/2012/PNN.Mks, hakim telah mempertimbangkan 
baik dari segi hukum pidana materil maupun pidana formil serta 
pertimbangan sosiologis dari fakta persidangan. Dari segi 
pidana materil, hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur 
pasal yang menjadi dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti 
dipersidangan, pelaku adalah orang yang mampu bertanggung 
jawab serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Dari 
segi pidana formil, bahwa syarat pembuktian yang diatur dalam 
kitab undang-undang hukum acara pidana telah terpenuhi, 




Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan 
beberapa saran antara lain : 
1. Dalam menjatuhkan putusan hakim telah memperhatikan 
ketentuan Undang-undang, tinggal bagaimana cara untuk 
meningkatkan dan mempertahankan sehingga dapat 
memenuhi unsur keadilan sesuai dengan perundang-
undangan. 
2. Diharapkan agar adanya upaya agar pemerintah dalam hal 
ini pemerintah daerah, instansi-instansi terkait maupun 
lembaga swadaya masyarakat untuk lebih aktif 
mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam rangka 
langkah pencegahan dari kesadaran masyarakat itu sendiri 
untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam 
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